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Fenomena media sosial sebagai alat pencitraan dalam komunikasi politik 

kontemporer memiliki relevansi yang besar, terutama dalam membentuk persepsi 

publik terhadap aktor politik. Namun, konstruksi citra politik di era digital 

seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian dan dampaknya terhadap 

nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan 

media sosial sebagai media pencitraan politik, khususnya dalam menarik 

perhatian Generasi Z sebagai kelompok pemilih muda yang dominan. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan ruang bagi aktor 

politik untuk membangun dan mengontrol identitas politik mereka melalui 

konten visual yang dikurasi, narasi simbolik, dan keterlibatan interaktif. Strategi 

ini mendukung model komunikasi yang bersifat horizontal dan partisipatif, yang 

berbeda dengan pendekatan tradisional yang bersifat top-down. Meskipun 

demikian, penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan penting, seperti 

penyebaran disinformasi, manipulasi persepsi publik, dan potensi melemahnya 

nilai-nilai demokrasi. 

Kata Kunci: Citra Politik Digital, Generasi Z, Komunikasi Politik, Media Sosial. 
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INTRODUCTION 

Perkembangan zaman yang kian pesat turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, 

termasuk kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Hal ini juga berdampak pada dunia 

pendidikan yang kini semakin berkembang dan terintegrasi dengan teknologi (Permana, 

2022). Globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai bidang dalam 

kehidupan manusia (Sharah et al., 2025). Pada era digital saat ini, media sosial telah 

berkembang menjadi kekuatan yang signifikan dan tidak dapat diabaikan dalam berbagai 

aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik (Susilo, 2024). Pada penelitian (Permana,
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2022) menjelaskan bahwa media sosial memiliki beragam fungsi positif, salah satunya 

sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam ranah politik. Saat ini, banyak politisi 

memanfaatkan media sosial untuk membangun dan menampilkan citra dirinya. 

Permasalahannya adalah sejauh mana atribut pencitraan tersebut memengaruhi persepsi 

masyarakat dalam konteks komunikasi politik. 

Komunikasi Politik merupakan cara menyampaikan pesan bercirikan politik yang 

bertujuan memengaruhi publik. Kehadiran media sosial tentunya dimanfaatkan sebagai 

media komunikasi oleh pemerintah, partai poltik, aktivis dan professional. Media sosial 

merupakan bagian penting bagi partai politik untuk memberikan informasi ke publik 

mengenai kegiatan politiknya. Media sosial dimanfaatkan oleh partai politik untuk 

kepentingan politik, karena media inilah yang memiliki kekuatan untuk itu memengaruhi 

berbagai audiens. Komunikasi politik di media sosial berjejaring (khususnya Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube dll) dipermudah oleh keterhubungan citra visual, tekstual, dan 

verbal. Karena pengguna media sosial di Indonesia semakin banyak, penggunannya juga 

semakin meluas khususnya kepentingan politik pun ikut menghiasi. Dalam proses 

komunikasi politik di Indonesia, media baru menjadi media masa depan karena murah, 

akses cepat, dan mudah secara langsung berinteraksi dengan komunikator (Nia Karniawati, 

2021). 

(Dugarte, 2019) menegaskan media sosial telah memainkan peran penting, khususnya 

selama masa kampanye pemilihan umum. Salah satu perkembangan yang terjadi sesuai 

dengan kemajuan ini adalah fenomena media sosial sebagai alat pencitraan dalam 

komunikasi politik kontemporer, yaitu tindakan para politisi yang mengambil dan 

membagikannya di platform media sosial, baik dalam konteks pemilihan, kegiatan 

pemerintahan, atau aktivitas sehari-hari (Firdausi Nazila et al., 2025). Hal ini sejalan 

dengan (Dugarte, 2019) yang menegaskan bahwa, Para aktor politik berupaya mengatasi 

keterbatasan komunikasi langsung dengan para pemilih. Dalam upaya tersebut, kehadiran 

media sosial seperti Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, dan YouTube dipandang 

sebagai sarana yang efektif untuk menjembatani kesenjangan tersebut.  

Berbagai platform tersebut menjadi objek perhatian yang cukup besar dalam kajian 

ilmu politik, karena dianggap memiliki peran strategis dalam membangun interaksi antara 

politisi dan masyarakat. Sebagai contoh, unggahan visual dan naratif di Instagram oleh 

politisi seperti Jaya Negara pada Pilkada 2020 menunjukkan bahwa platform ini efektif 

membentuk brand positioning, identity, dan personality sang kandidat dengan biaya yang 

relatif rendah (Putu et al., 2023). Lalu pada kampanye Abdul Muhaimin Iskandar di Pilpres 

2024 atau kandidat Pilkada Surakarta 2024 yang menggunakan teori personal branding 

untuk membangun citra progresif gender (Yaqin & Assajad, 2024). Kemudian strategi 

political branding dari tokoh nasional seperti Joko Widodo juga telah diteliti. Melalui 

analisis 372 cuitan selama kampanye Pilpres 2019, ditemukan tiga atribut utama pemimpin 

yang berhasil, sederhana, dan pekerja keras yang ditampilkan secara sistematis melalui 

Twitter, menunjukkan peran signifikan media sosial dalam menciptakan citra yang 

mendukung elektabilitas (Sarah, 2025). Hal ini menunjukan bahwa para politisi, baik dari 

kandidat hingga partai, memanfaatkan framing visual dan interaksi langsung untuk 

menyampaikan citra humanis, inklusif, dan kompeten.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Pemilu tahun 2019 terdapat 

sebanyak 192,77 juta pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebelum 

pelaksanaan pemilu, para calon politik melakukan kampanye untuk memengaruhi 

masyarakat. Kampanye ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para kandidat guna 

menyampaikan visi, misi, serta tujuan mereka. Dalam perkembangannya, kampanye digital 

menjadi bentuk pemasaran terpadu yang menggabungkan unsur komunikasi dan pemasaran 

melalui berbagai platform digital. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi 
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publik terhadap kampanye tersebut, baik dalam bentuk aksi, gerakan sosial, maupun 

kegiatan politik (Koli, 2024). 

Pada Pilpres 2024, Generasi Z mendominasi jumlah pemilih dengan 46,8 juta orang 

atau 22,85% dari total DPT. Sebagian besar dari mereka adalah pemilih pemula yang baru 

memiliki KTP. Survei Data Indonesia menunjukkan 78% dari Gen Z berniat memilih, 

14,33% masih ragu, 5% belum memenuhi syarat, dan 2,67% memilih golput. Kampanye 

digital dinilai efektif karena mudah diakses, menjangkau luas, dan memungkinkan interaksi 

langsung. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi generasi muda masih 

dipertanyakan. Politikus kini aktif membangun citra positif lewat media sosial. Data We 

Are Social 2020 mencatat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, dengan 160 juta 

pengguna media sosial yang menghabiskan rata-rata 3 jam 25 menit per hari (Rizky, 2024). 

Begitu juga data pada We Are Social [update 2024] menampilkan diagram data 

penggunaan media sosial pada user Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: We Are Sosial 

Dapat dilihat bahwa platform media sosial dan aplikasi pesan instan yang paling 

banyak digunakan di Indonesia, WhatsApp digunakan oleh 90,9% penduduk negara ini, 

dengan Instagram menempati posisi kedua dengan persentase penggunaan bulanan sebesar 

85,3%, persentase individu yang menggunakan Facebook juga cukup tinggi, yaitu sebesar 

81,6%, sementara persentase pengguna TikTok mencapai 73,5%. Platform media sosial ini 

memenuhi kebutuhan pengguna Indonesia dalam hal komunikasi,dan  informasi. 

Hal ini membuat media sosial kini menjadi wadah yang efektif untuk menyampaikan 

pesan-pesan politik sekaligus membentuk citra diri, karena menyediakan ruang bagi 

penggunanya untuk saling berinteraksi, bertukar informasi, dan berkomunikasi secara 

daring. Keberadaannya memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Proses 

pengumpulan dukungan pun berlangsung lebih cepat berkat kemudahan penyebaran pesan 

melalui platform ini. Oleh karena itu, media sosial telah membuka babak baru dalam 

demokrasi, khususnya dari sisi komunikasi politik. Peran media sosial juga mendorong 

partisipasi aktif masyarakat, di mana setiap individu dapat terlibat langsung dengan 

menyampaikan pendapat, berbagi informasi, serta memberikan tanggapan secara terbuka 

dan real-time (Firdausi Nazila et al., 2025). 

Para politisi dapat mengunggah sebuah content di sosial media dengan makna 

simbolis yang dimaksudkan dan bukan sekedar gambar biasa. Content tersebut dapat 

menjadi sarana untuk mencerminkan nilai, karakter serta dedikasi sosial seorang pemimpin 

politik. Contohnya, berbagi sedekah dengan Masyarakat yang kurang mampu, lalu 
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didokumentasikan dalam sebuah content atau foto dan dibagikan ke sosial media, hal 

tersebut dilakukan sebagai usaha untuk menunjukan perhatian dan kedekatan kepada 

masyarakat. Pengambilan gambar, Lokasi, serta siapa yang terdapat di dalamnya bukanlah 

hal yang sembarangan, melainkan dirancang secara sadar untuk mempengaruhi persepsi 

publik.  

Begitupun menurut (Yuliansyah, 2020), foto diri berfungsi sebagai Bahasa visual 

yang mudah dipahami oleh banyak orang dan mampu menyampaikan pesan dengan cepat 

tanpa memerlukan penjelasan verbal yang panjang. Selain itu interaksi yang terjalin dari 

komentar, likes, dan repost membantu politisi merasakan reaksi langsung dari masyarakat. 

Stategi ini memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah yang lebih hidup. Dalam 

lingkungan politik yang kompetitif, kehadiran visual yang konsisten melalui sebuah konten 

dimedia sosial menjadi elemen penting dari pencitraan pribadi yang dapat mempengaruhi 

pandangan public dan preferensi pemilih. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis 

bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai alat pencitraan dalam komunikasi politik 

kontemporer. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk 

pencitraan politik yang dibangun melalui media sosial, strategi komunikasi visual yang 

digunakan oleh aktor politik, serta dampaknya terhadap persepsi publik, terutama di 

kalangan generasi muda. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengevaluasi efektivitas 

media sosial sebagai ruang komunikasi politik yang interaktif, partisipatif, dan strategis 

dalam konteks demokrasi digital. 

 

THEORETICAL 

Bagian ini memuat teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

fenomena media sosial sebagai alat pencitraan politik. Peneliti menggunakan teori 

komunikasi politik, pencitraan digital, dan psikologi audiens sebagai kerangka berpikir 

utama dalam menganalisis fenomena yang terjadi di ruang publik digital. Dalam konteks 

komunikasi politik, teori ini menjelaskan bagaimana pesan-pesan politik disusun, 

disampaikan, dan diinterpretasikan oleh masyarakat melalui berbagai saluran media. 

Menurut McQuail (2010), komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang 

berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, serta kebijakan publik yang berfungsi untuk 

memengaruhi opini masyarakat. Media sosial sebagai medium baru mengubah karakter 

komunikasi politik dari yang bersifat vertikal dan satu arah menjadi lebih horizontal, 

interaktif, dan partisipatif. 

Teori pencitraan digital (digital imaging) menyoroti bagaimana politisi membentuk 

representasi diri mereka di dunia maya melalui strategi visual, simbol, dan narasi tertentu. 

Dalam teori ini, citra politik tidak hanya dibangun dari tindakan nyata di dunia nyata, tetapi 

juga dari bagaimana tindakan tersebut dikonstruksi secara visual dalam ruang digital. 

Menurut Jenkins (2006), pencitraan digital melibatkan proses seleksi dan kurasi terhadap 

konten yang ingin ditampilkan untuk membentuk persepsi publik yang diinginkan. Dalam 

konteks ini, unggahan foto, video, maupun tulisan di media sosial berfungsi sebagai 

instrumen komunikasi visual yang merepresentasikan nilai, kepribadian, dan kompetensi 

seorang tokoh politik. Dengan demikian, pencitraan digital menjadi bagian penting dalam 

pembentukan identitas politik modern. 

Selain itu, teori psikologi audiens digunakan untuk memahami bagaimana 

masyarakat sebagai penerima pesan merespons citra politik yang disampaikan melalui 

media sosial. Menurut teori Uses and Gratification yang dikemukakan oleh Katz, Blumler, 

dan Gurevitch (1974), pengguna media tidak pasif, melainkan aktif dalam memilih dan 

menafsirkan pesan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingannya. Dalam konteks politik, 

masyarakat menggunakan media sosial tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi 
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juga untuk berinteraksi, mengekspresikan pandangan politik, dan memperkuat identitas 

sosialnya. Hal ini menjelaskan mengapa strategi pencitraan politik di media sosial sangat 

memperhatikan psikologi khalayak, terutama dalam menciptakan kedekatan emosional dan 

kepercayaan terhadap tokoh politik. 

Sejumlah penelitian terdahulu juga mendukung kerangka teori ini. Sunarwan dan 

Surlia (2021) menunjukkan bahwa pencitraan politik melalui Instagram berperan besar 

dalam membentuk persepsi positif terhadap kandidat presiden Joko Widodo melalui 

visualisasi kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat. Penelitian serupa oleh Susilo 

(2024) menemukan bahwa personal branding di media sosial menjadi faktor penting dalam 

menjaga popularitas tokoh politik di tengah fluktuasi opini publik. Sementara itu, Firdausi 

Nazila et al. (2025) mengungkapkan bahwa generasi muda sebagai pengguna aktif media 

sosial cenderung lebih mudah terpengaruh oleh konten visual dan naratif dibandingkan 

dengan pesan politik konvensional. 

Dengan demikian, landasan teoritis penelitian ini menegaskan bahwa media sosial 

tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga instrumen pembentukan realitas politik 

baru yang bersifat simbolik, partisipatif, dan visual. Pencitraan digital di media sosial 

mencerminkan perubahan paradigma komunikasi politik yang kini lebih menekankan pada 

kedekatan emosional dan autentisitas simbolik dibandingkan dengan penyampaian 

program politik secara formal. Oleh karena itu, teori komunikasi politik, pencitraan digital, 

dan psikologi audiens saling berkelindan untuk menjelaskan bagaimana politisi 

membangun citra diri yang strategis sekaligus bagaimana masyarakat menafsirkan dan 

meresponsnya di era komunikasi politik kontemporer. 

 

RESEARCH METHODS 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan 

metode studi pustaka (library research). Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan 

menjelaskan fenomena media sosial sebagai alat pencitraan dalam komunikasi politik 

kontemporer. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, seperti jurnal ilmiah, 

artikel akademik, laporan dari lembaga resmi seperti We Are Social dan Badan Pusat 

Statistik (BPS), serta unggahan politisi di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter 

(X), dan YouTube. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, berupa teks dan visual yang 

menggambarkan aktivitas pencitraan dan komunikasi politik di platform digital. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan konten media sosial 

yang relevan dengan topik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content 

analysis), yaitu dengan mengidentifikasi isi pesan, bentuk pencitraan, serta strategi 

komunikasi yang digunakan oleh politisi. Analisis ini bertujuan untuk melihat dampak 

komunikasi visual terhadap persepsi publik, khususnya generasi muda. Untuk 

meningkatkan keakuratan, peneliti membandingkan beberapa sumber berbeda sebagai 

bentuk triangulasi data. 

         

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Fenomena Penggunaan Media Sosial 

Fenomena media sosial kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

banyak orang. Sejak kemunculan Friendster, kemudian dilanjutkan dengan populernya 

BBM (Blackberry Messenger) dan Facebook, media sosial mulai menjadi tren yang meluas 

di kalangan masyarakat Indonesia. Saat ini, akan terasa janggal jika seseorang tidak 

menggunakan media sosial dalam aktivitas hariannya. Memasuki tahun 2021, berbagai 

platform media sosial hadir dan memudahkan kita untuk tetap terhubung dengan teman, 

keluarga, bahkan orang asing. Kehadiran media sosial kini dianggap sebagai kebutuhan 
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utama dalam kehidupan modern yang mengedepankan keterhubungan dan interaksi 

antarindividu (Karunia H et al., 2021). 

Media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengekspresikan diri, berinteraksi, serta saling berbagi informasi 

dengan pengguna lain, sehingga membentuk hubungan sosial secara virtual. Secara umum, 

media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam enam kategori utama, yaitu jejaring sosial, 

blog, mikroblog, media berbagi, penanda sosial, serta Wiki atau media kolaboratif. 

Pengelompokan ini membantu dalam memahami karakteristik serta fungsi dari masing-

masing jenis media sosial tersebut (Munzir, 2019). Dengan memahami kategori dan 

karakteristik media sosial, kita dapat lebih bijak dalam memanfaatkannya sebagai sarana 

komunikasi, ekspresi diri, serta pembangunan relasi sosial di era digital. Media sosial bukan 

sekadar alat berbagi informasi, tetapi juga ruang interaksi yang membentuk dinamika 

kehidupan masyarakat modern. 

Kehadiran media sosial membawa perubahan besar dalam cara masyarakat 

memahami dan terlibat dalam isu-isu politik. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, 

informasi politik kini lebih mudah dijangkau dan di diskusikan. Media sosial  

memungkinkan para penggunanya tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bisa turut 

menyuarakan pendapat dan memahami sudut pandang orang lain secara lebih luas. Hal ini 

sejalan dengan (Permana, 2022), Media sosial merupakan salah satu bentuk media berbasis 

daring yang memiliki jumlah pengguna yang sangat besar. Platform ini digunakan sebagai 

sarana untuk berbagi informasi dan berkomunikasi antar pengguna. Saat ini, tidak 

mengherankan jika media sosial dimanfaatkan sebagai wadah, untuk berdiskusi atau 

menyampaikan pendapat mengenai isu-isu politik. Kehadirannya memberikan kemudahan 

dalam memperoleh pengetahuan karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja.  

Menurut (Karunia H et al., 2021), terdapat empat faktor utama yang mendorong 

audiens dalam menggunakan media sosial. Pertama, media sosial dimanfaatkan sebagai 

sarana hiburan. Melalui aktivitas ini, audiens dapat merasa lebih santai, bahagia, dan 

sejenak terlepas dari persoalan yang dihadapi. Contohnya, banyak orang menonton 

tayangan di Netflix untuk mengisi waktu luang mereka. Kedua, media sosial menjadi 

sumber informasi yang dibutuhkan oleh audiens. Ragam informasi yang dicari pun 

beragam, mulai dari berita terkini hingga saran atau rekomendasi tertentu. Sebagai ilustrasi, 

seseorang membaca surat kabar untuk mengetahui kejadian penting pada hari itu. Ketiga, 

media berperan dalam memperkuat identitas pribadi pengguna. Artinya, melalui media, 

audiens dapat menambah wawasan demi pengembangan diri. Contohnya adalah membaca 

majalah fashion guna menunjang penampilan. Keempat, media sosial dimanfaatkan untuk 

membangun relasi personal dan menjalin interaksi sosial. Dampak dari media ini 

memungkinkan pengguna terhubung dengan orang lain. Sebagai contoh, seseorang 

memberikan komentar di postingan Instagram sebagai bentuk interaksi dengan pengguna 

lain. 

Dari keempat faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial tidak hanya 

berperan sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga menjadi elemen penting dalam 

dinamika kehidupan modern. Media sosial hadir sebagai ruang multifungsi yang mampu 

memenuhi kebutuhan emosional, kognitif, dan sosial penggunanya. Ia menjadi sumber 

informasi yang cepat dan mudah diakses, wadah untuk membentuk serta mengekspresikan 

identitas diri, sekaligus jembatan untuk memperkuat koneksi antar individu. Oleh karena 

itu, pemanfaatan media sosial secara bijak, kritis, dan proporsional menjadi sangat penting 

agar pengaruh positif yang ditawarkannya dapat dirasakan secara maksimal tanpa 

mengabaikan potensi risiko yang mungkin ditimbulkan. 

2. Media Sosial Sebagai Alat Pencitraan Politik 
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Media sosial kini bukan lagi sekadar ruang hiburan atau jejaring sosial biasa. Ia 

telah berevolusi menjadi arena penting dalam membentuk opini publik dan membangun 

dinamika komunikasi politik yang makin kompleks. Melalui platform seperti Instagram, 

Twitter, TikTok, hingga YouTube, para politisi dapat berbicara langsung kepada publik 

tanpa harus melalui saringan media konvensional. Komunikasi politik pun berubah dari 

yang dulu vertikal dan eksklusif, kini menjadi lebih horizontal dan terbuka. Seperti yang 

dikemukakan oleh (Munzir, 2019), media sosial telah menjadi media kampanye dan literasi 

politik baru yang bersifat partisipatif dan interaktif. Melalui kolom komentar, fitur live, dan 

reaksi digital lainnya, masyarakat kini bisa ikut menyuarakan pandangan politiknya secara 

langsungmenandai hadirnya era politik yang lebih cair, partisipatif, dan juga lebih rentan. 

Perubahan ini didorong pula oleh angka pengguna media sosial yang kian masif, 

khususnya di Indonesia. Data dari We Are Social (2024) mencatat bahwa lebih dari 160 

juta penduduk Indonesia aktif di media sosial, sebagian besar berasal dari kelompok usia 

produktif. Hal ini tentu membawa dampak besar terhadap pola komunikasi politik. 

(Nurhidayat et al., 2023) bahkan menyebut media sosial sebagai “infrastruktur publik baru” 

yang perlahan menggantikan peran media arus utama. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti 

masyarakat bisa menyimak dinamika politik secara real time, bahkan merespons langsung. 

Di balik kemudahan akses informasi, muncul persoalan penting terkait pemahaman politik 

masyarakat. Banyaknya informasi yang tersedia tidak selalu sejalan dengan meningkatnya 

pemahaman politik. Informasi yang melimpah tidak otomatis mengasah nalar kritis, 

terlebih jika disajikan dalam bentuk potongan video atau narasi yang manipulatif. 

Dalam komunikasi politik, keberhasilan pesan tidak selalu bergantung pada 

kebenaran faktual, melainkan pada kemampuan membentuk kesan yang kuat di benak 

publik. Di era digital, masyarakat cenderung merespons pesan berdasarkan apa yang 

terlihat dan terasa, bukan dari kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kampanye 

politik lebih menekankan pada pencitraan dan pengaruh emosional, meskipun tidak 

sepenuhnya mencerminkan realitas. Pesan politik menjadi alat strategis untuk membentuk 

opini publik melalui persepsi yang sengaja dibangun.  

Pesan politik memiliki potensi untuk meningkatkan citra, popularitas, penerimaan, 

dan elektabilitas seorang kandidat asalkan isi pesan tersebut sesuai dengan kenyataan. 

Namun, yang sering terjadi justru adanya perbedaan antara kenyataan dan persepsi publik. 

Menurut teori konstruksi sosial dari Peter Berger, realitas dan pengetahuan saling berkaitan 

secara intersubjektif. Dalam praktiknya, strategi kampanye para calon presiden dan wakil 

presiden sering kali menampilkan bentuk hiperrealitas, yakni menciptakan persepsi publik 

yang tidak berakar pada kenyataan sebenarnya (Abdullah et al., 2020). 

Menariknya, media sosial memberi ruang besar bagi politisi untuk merancang citra 

dirinya secara terkontrol. Tak ada lagi yang benar-benar alami. Segala sesuatu dari 

pemilihan foto, penulisan caption, hingga waktu unggahan dirancang secara strategis agar 

cocok dengan psikologi publik. (Arpandi, 2023) menyebut fenomena ini sebagai 

manajemen identitas politik digital, di mana seorang politisi bertindak layaknya sebuah 

merek. Dalam ruang ini, mereka tak hanya menjual gagasan, tetapi juga persona. Citra diri 

dibentuk secara konsisten untuk mempengaruhi persepsi publik. Ini menjadikan media 

sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga panggung pencitraan yang kadang lebih 

kuat dari realitas sebenarnya. 

Namun, di balik kemudahan itu tersimpan ancaman yang tak bisa diabaikan, seperti 

disinformasi dan hoaks politik. Menjelang pemilu, fenomena ini semakin marak. 

(Rahmadhany et al., 2021) mengungkapkan bahwa penyebaran hoaks politik meningkat 

tajam, terutama di platform seperti WhatsApp dan Facebook. Masyarakat dibanjiri 

informasi yang belum tentu benar, namun dikemas dengan cara yang emosional dan 

meyakinkan. Akibatnya, ruang publik digital kerap kali berubah menjadi arena konflik 
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yang memecah belah. Polarisasi pun terjadi, dipicu oleh informasi yang viral namun 

dangkal. Dalam kondisi ini, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Sayangnya, 

literasi tidak tumbuh secepat penyebaran informasi. Di sinilah peran negara, lembaga 

pendidikan, serta platform digital dibutuhkan untuk membatasi dampak negatif ini. 

Lebih jauh, media sosial juga mengubah siapa saja yang bisa menjadi pelaku 

komunikasi politik. Dahulu, informasi politik dikendalikan oleh media besar dan elit partai. 

Kini, masyarakat biasa pun bisa menjadi aktor politik digital. (Aurellia et al., 2025) 

menyebut fenomena ini sebagai pergeseran dari “konsumen” menjadi “produsen informasi 

politik”. Dengan hanya satu unggahan atau video singkat, seseorang bisa mempengaruhi 

opini publik, bahkan tanpa latar belakang politik. Ini membuka jalan bagi demokrasi yang 

lebih partisipatif, tetapi juga menyimpan tantangan besar tentang kebenaran yang semakin 

sulit dipercaya. 

Melihat semua dinamika tersebut, jelas bahwa fenomena media sosial dalam politik 

tidak bisa dibaca secara tunggal. Ia adalah medan yang penuh potensi sekaligus penuh 

jebakan. Di satu sisi, ia membawa semangat demokratisasi, seperti membuka akses, 

memperluas partisipasi, dan mendekatkan politisi pada rakyat. Namun di sisi lain, ia juga 

melahirkan tantangan besar, mulai dari pencitraan kosong, disinformasi, hingga manipulasi 

algoritma. Oleh karena itu, membaca media sosial dalam politik hari ini tak cukup hanya 

dengan melihat teknologinya. Kita harus menelaah bagaimana ia membentuk relasi kuasa, 

representasi, dan legitimasi. Sebab, pada akhirnya, media sosial bukan hanya soal siapa 

yang berbicara, tetapi juga siapa yang didengarkan dan bagaimana kebenaran disampaikan.  

3. Komunikasi Politik Kontemporer 

Komunikasi politik dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang 

berkaitan dengan isu-isu politik serta melibatkan para pelaku politik, seperti pejabat, partai, 

atau kelompok berkepentingan, yang berhubungan dengan kekuasaan, sistem 

pemerintahan, dan pengambilan kebijakan publik. Artinya Komunikasi politik merupakan 

salah satu fungsi yang melekat dalam setiap sistem politik. Fungsinya mencakup minat 

terhadap berbagai isu politik, penyusunan kebijakan atau regulasi politik, penerapan aturan-

aturan tersebut, serta berbagai ketentuan lain yang melibatkan proses komunikasi dan 

tindakan-tindakan komunikatif di ranah politik (Andriana et al., 2022). 

Platform komunikasi politik juga mengalami transformasi signifikan, memperluas 

jangkauan partisipasi politik dari tingkat lokal hingga global. Komunikasi politik dalam 

pemilu tidak lagi hanya berlangsung dalam kerangka waktu dan ruang tertentu, tetapi 

mencakup interaksi lintas batas dan waktu melalui media digital. Media sosial, situs web, 

aplikasi perpesanan, hingga platform streaming kini menjadi ruang baru bagi aktor politik 

dan masyarakat untuk saling berinteraksi. Dalam konteks media baru, masyarakat memiliki 

peran aktif dalam membangun informasi, menyusun pesan politik, serta menjalankan 

kampanye secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi digital yang tersedia. Media 

kontemporer membangun hubungan saling menguntungkan dengan budaya media, di mana 

audiens tak lagi pasif, tapi ikut berpartisipasi aktif. Mereka dapat membuat konten sendiri 

yang bisa menyaingi media tradisional. Model partisipatif ini bukan sekadar ruang opini 

publik, tapi wadah munculnya beragam pandangan. Pengguna pun turut hadir dalam ruang 

representasi media (Sunarwan et al., 2021). 

Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan pesan politik dan 

aktor aktor politik, atau berkaitan langsung dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan 

pemerintah di dalam sebuah negara. Komunikasi ini juga bisa dipahami sebagai 

komunikasi antar dua institusi yakni ‘yang memerintah’ dan ‘yang diperintah (Sampurna 

et al., 2024).  Perkembangan internet telah merevolusi cara komunikasi politik dilakukan 

di era kontemporer. Jika sebelumnya komunikasi politik bergantung pada media 

konvensional seperti televisi dan surat kabar, kini proses tersebut mengalami pergeseran 
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besar menuju ruang digital yang lebih interaktif. Dalam konteks ini, internet tidak hanya 

menjadi media penyampai pesan politik, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium nyata 

bagi para peneliti untuk memahami dinamika baru komunikasi antara aktor politik dan 

publik. Hal ini mencerminkan bahwa komunikasi politik kontemporer semakin dipengaruhi 

oleh karakteristik media digital yang bersifat terbuka, partisipatif, dan real-time (Hasfi, 

2019). 

Dalam konteks politik kontemporer, kemajuan teknologi digital telah membuka 

ruang partisipasi yang lebih luas dan inklusif, memberikan kesempatan kepada masyarakat 

dari berbagai latar belakang untuk menyuarakan pandangan politik mereka (Elizamiharti 

& Nelfira, 2023). Politik kontemporer merupakan aktivitas dan dinamika politik yang 

berlangsung pada masa kini. Istilah ini mencakup berbagai aspek kehidupan politik yang 

mencerminkan kemajuan terbaru dalam masyarakat, teknologi, dan kondisi geopolitik. 

Politik masa kini tidak hanya berlangsung di ranah nasional, tetapi juga mencakup interaksi 

global, isu-isu internasional, serta tanggapan terhadap berbagai perubahan besar dalam 

struktur dunia (Giyandri & Sinaga, 2024).   

Komunikasi politik kontemporer di Indonesia tak bisa dilepaskan dari pengaruh 

komunikasi politik yang berkembang di ranah global. Hal ini disebabkan oleh adanya 

dinamika tarik-menarik antara kepentingan global dan kepentingan nasional maupun lokal. 

Biasanya, tarik-menarik ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta ideologi 

global, seperti demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). 

Situasi tersebut tak dapat dielakkan karena globalisasi menciptakan keterhubungan dalam 

aspek politik, ekonomi, pasar, hingga lingkungan secara global. Oleh karena itu, 

pelaksanaan komunikasi politik di Indonesia masa kini turut mencerminkan upaya 

pemerintah dalam menyesuaikan dan merespons kepentingan global demi mendukung 

kepentingan nasional (Redjo, 2017).   

Komunikasi politik kontemporer saat ini dimediasi oleh arsitektur digital dari 

platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Struktur teknis platform 

termasuk algoritma, fitur interaksi, jaringan pengguna, dan pengumpulan data berperan 

penting dalam membentuk cara politisi dan partai merancang serta menyampaikan pesan 

mereka. Arsitektur ini juga menentukan bagaimana informasi politik didistribusikan dan 

diterima oleh publik, sehingga menciptakan ruang komunikasi yang bersifat personal, cepat 

menyebar, dan sangat dipengaruhi oleh mekanisme teknologi digital. Dengan demikian, 

komunikasi politik di era digital tidak hanya dipengaruhi oleh konten, tetapi juga oleh 

sistem yang mengaturnya secara sistematis dan algoritmik (Bossetta, 2019). 

Komunikasi politik kontemporer adalah proses penyampaian pesan politik yang 

dilakukan oleh aktor-aktor seperti pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Di era digital, 

cara komunikasi ini telah berubah drastis. Media sosial dan teknologi membuat masyarakat 

bisa lebih aktif menyampaikan pendapat politik, bahkan ikut membuat dan menyebarkan 

pesan sendiri. Komunikasi politik sekarang tidak hanya terjadi lewat media lama seperti 

TV atau koran, tapi juga lewat platform digital yang cepat dan luas jangkauannya. Selain 

itu, politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh isu-isu global, sehingga komunikasi politik 

masa kini harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia dan teknologi. 

 

CONCLUSION 

Media sosial telah menjadi alat penting dalam komunikasi politik kontemporer, 

memungkinkan para politisi membangun citra diri secara strategis dan menjangkau 

masyarakat secara langsung. Perubahan ini menciptakan komunikasi yang lebih terbuka 

dan partisipatif, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di ruang digital. Namun, 

fenomena ini juga menghadirkan tantangan berupa manipulasi citra, disinformasi, dan 

rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, 
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pengawasan konten politik, dan penerapan etika komunikasi yang transparan agar media 

sosial benar-benar mendukung demokrasi yang sehat. Ke depan, disarankan agar penelitian 

lebih lanjut dilakukan secara lapangan untuk menggali lebih dalam persepsi publik terhadap 

pencitraan politik di media sosial, sehingga temuan yang dihasilkan lebih kontekstual dan 

aplikatif. 
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